BUPATI BARITO SELATAN
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BARITO SELATAN

NOMOR ' TAHUN 2022

TENTANG

RENCANA PEMBANGUNAN INDUSTRI KABUPATEN BARITO SELATAN

Menimbang

Mengingat

TAHUN 2022-2042

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BARITO SELATAN,

: bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 11 ayat (4) Undang-
Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian, perlu
menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan tentang

Rencana Pembangunan Industri Kabupaten Barito Selatan Tahun
2021-2041; e

1.

2.

Pasal 18 ayat {6) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia 1945; -

Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan
Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang
Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan
(Lembaran Negara Tahun 1953 Nomor 9) menjadi Undang-
Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959
Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 1820);

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4700);

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 4,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5492);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015
tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23
Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah ( Lembaran Negara



10.

13

12.

13.

14.

15.

s

Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679 );
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor
245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
6573);

Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2015 tentang Rencana
Induk Pembangunan Industri Nasional Tahun 2015-2035
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 406,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5671);

Peraturan Pemerintah Nomor 142 Tahun 2015 tentang
Kawasan Industri (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2015 Nomor 365, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5806);

Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2021 tentang
Penyelenggaraan Bidang Perindustrian (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 38, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6640);
Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 110/M-
IND/PER/12/2015 tentang Pedoman Penyusunan Rencana
Pembangunan Industri Provinsi dan Rencana Pembangunan
Industri Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2015 Nomor 1917);

Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 40/M-
IND/PER/6/2016 tentang Pedoman Teknis Pembangunan
Kawasan Industri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2016 Nomor 989);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2018
tentang Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang
Rencana Pembangunan Industri Daerah Provinsi dan Rencana
Pembangunan Industri Daerah Kabupaten/Kota (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 153);
Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 4 Tahun
2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah
Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2005-2025 (Lembaran
Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2010 Nomor 4,
Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah
Nomor 34);

Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 5 Tahun
2015 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi
Kalimantan Tengah Tahun 2015-2035 (Lembaran Daerah
Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2015 Nomor 5, Tambahan
Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 81);
Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 4 Tahun
2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah
(RPJP-D) Kabupaten Barito Selatan Tahun 2006-2026
(Lembaran Daerah Kabupaten Barito Selatan Tahun 2009
Nomor 4);



.

16. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 4 Tahun
2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Barito
Selatan Tahun 2014-2034 (Lembaran Daerah Kabupaten
Barito Selatan Tahun 2014 Nomor 4);

17. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 13 Tahun
2017 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Daerah (RPJMD) Kabupaten Barito Selatan Tahun 2017-2022
(Lembaran Daerah Kabupaten Barito Selatan Tahun 2017
Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Barito
Selatan Nomor 13);

18. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 7 tahun
2020 tentang Pembentukan Hukum Daerah (Lembaran
Daerah Kabupaten Barito Selatan Tahun 2020 Nomor 7,
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Barito Selatan
Nomor 7);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BARITO SELATAN
dan
BUPATI BARITO SELATAN

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN
INDUSTRI KABUPATEN BARITO SELATAN TAHUN 2022-2042
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BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

L
2.
3.

10.

11.

Bupati adalah Bupati Barito Selatan.

Daerah adalah Kabupaten Barito Selatan.

Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan
Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi
kewenangan daerah otonom.

Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam
penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, yang selanjutnya disebut APBN
adalah rencana keuangan tahunan yang ditetapkan dengan Undang-Undang.
Perindustrian adalah tatanan dan segala kegiatan yang bertalian dengan
kegiatan industri. : _

Industri adalah seluruh bentuk kegiatan ekonomi yang mengolah bahan baku
dan/atau memanfaatkan sumber daya industri sehingga menghasilkan barang
yang mempunyai nilai tambah atau manfaat lebih tinggi, termasuk jasa
industri. :

Industri Strategis adalah industri yang penting bagi daerah dan yang
menguasai hajat hidup orang banyak, meningkatkan atau menghasilkan nilai
tambah sumber daya alam strategis, atau mempunyai kaitan dengan
kepentingan pertahanan serta keamanan negara dalam rangka pemenuhan
tugas Pemerintah Daerah. ' ;

Industri Hijau adalah industri yang dalam proses produksinya mengutamakan
upaya efisiensi dan efektivitas penggunaan sumber daya secara berkelanjutan
sehingga mampu menyelaraskan pembangunan industri dengan kelestarian
fungsi lingkungan hidup serta dapat memberikan manfaat bagi masyarakat.
Industri Kecil adalah kegiatan ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang
dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan
anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai atau
menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah
atau usaha besar yang memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp.50.000.000,00
(lima puluh juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp.500.000.000,00
(lima ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha;
atau memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp.300.000.000,00 (tiga
ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp.2.500.000.000,00 (dua
milyar lima ratus juta rupiah) dengan jumlah tenaga kerja antara 5-19 orang.
Industri Menengah adalah kegiatan ekonomi produktif yang berdiri sendiri,
yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan
merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki,
dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari
usaha kecil atau usaha besar yang memiliki kekayaan bersih lebih dari
Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak
Rp.10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah) tidak termasuk tanah dan
bangunan tempat usaha; atau memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari
Rp.2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling
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banyak Rp.50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah) dengan jumlah
tenaga kerja antara 20-99 orang.

IKM adalah Industri Kecil dan Industri Menengah.

Kawasan Industri adalah kawasan tempat pemusatan kegiatan industri yang
dilengkapi dengan sarana dan prasarana penunjang yang dikembangkan dan
dikelola oleh Perusahaan Kawasan Industri.

Teknologi Industri adalah hasil pengembangan, perbaikan, invensi, dan/atau
inovasi dalam bentuk teknologi proses dan teknologi produk termasuk rancang
bangun dan perekayasaan, metode, dan/atau sistem yang diterapkan dalam
kegiatan industri.

Penghasilan Domestik Regional Bruto, yang selanjutnya disebut PDRB adalah
jumlah nilai tambah bruto yang dihasilkan seluruh unit usaha dalam wilayah
tertentu, atau merupakan jumlah nilai barang dan jasa akhir yang dihasilkan
oleh seluruh unit ekonomi.

Sistem Informasi Industri adalah tatanan prosedur dan mekanisme kerja yang
terintegrasi meliputi unsur institusi, sumber daya manusia, basis data,
perangkat keras dan lunak, serta jaringan komunikasi data yang terkait satu
sama lain dengan tujuan untuk penyampaian, pengelolaan, penyajian,
pelayanan serta penyebarluasan data dan/atau Informasi Industri.

Rencana Pembangunan Industri Kabupaten, yang selanjutnya disebut RPIK
adalah rumusan pokok-pokok kebijakan perencanaan dan pemanfaatan
pembangunan industri di daerah yang di dalamnya mencakup potensi sumber
daya daerah, aspek tata ruang, aspck sosial, aspek ekonomi dan lingkungan.
Tata ruang adalah wujud struktur ruang dan pola ruang.

Tenaga kerja adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna
menghasikan barang dan/atau jasa baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri
maupun untuk masyarakat. - :

Hak asasi manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan
keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan
anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh
negara, hukum dan Pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta
perlindungan harkat dan martabat manusia. |

Lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya,
keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang
mempen garuhi alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan, dan
kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain.

Sumber Daya Alam adalah unsur lingkungan hidup yang terdiri atas sumber
daya hayati dan nonhayati yang secara keseluruhan membentuk kesatuan
ekosistem.

Adat istiadat adalah perbuatan yang dilakukan berulang-ulang dan menjadi
suatu kebiasaan yang harus dihormati oleh orang-orang dalam suatu
lingkungan tertentu dimana adat istiadat itu berlaku.

Pasal 2

Peraturan Daerah ini dimaksudkan sebagai salah satu dasar hukum bagi badan
dan/atau pejabat pemerintahan, warga masyarakat serta pihak lain yang terkait
RPIK dalam rangka pembangunan dan pengembangan wilayah industri daerah.



Pasal 3

Tujuan RPIK adalah memberikan kepastian dan arah yang jelas bagi pelaksanaan
pembangunan dan pengembangan industri daerah.

Pasal 4

Penyelenggaraan RPIK berdasarkan :
Asas manfaat;

Asas kekeluargaan;

Asas adil dan merata;
Asas Keseimbangan;
Asas kemandirian,;

Asas kelestarian;

Asas partisipatif;

Asas berkelanjutan;

Asas demokratis;

Asas kesetaraan,;

Asas kesatuan; dan

Asas dapat dilaksanakan.
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 BABII
BAGIAN KESATU
RUANG LINGKUP

Ruang lingkup pengaturan RPIK dalam Peraturan Daerah ini meliputi :
Industri unggulan; - -

Jangka waktu RPIK;

Pelaksanaan RPIK;

Peran serta masyarakat;

Pembinaan dan pengawasan; dan

Pendanaan.

hE QPR

BAB III
INDUSTRI UNGGULAN

Pasal 6

(1) Industri unggulan kabupaten, adalah :
a. Industri Makanan Berbahan Dasar lkan, Daging, dan Nenas Perigi; dan
b. Industri Rotan.

(2) Lokasi pembangunan dan pengembangan industri sebagaimana dimaksud
pada ayat (1), yaitu :



(1)

(2)

(3)

(1)

o

a. Pembangunan dan pengembangan industri makanan berbahan dasar ikan
berada di seluruh wilayah kabupaten dengan pusat produksi dan
pemasaran di Kecamatan Dusun Selatan;

b. Pembangunan dan pengembangan industri makanan berbahan dasar
daging berada di wilayah Kecamatan Jenamas dengan pusat pemasaran di
Kecamatan Dusun Selatan;

c. Pembangunan dan pengembangan industri rotan berada di seluruh wilayah
Kabupaten Barito Selatan dengan pusat produksi di Kecamatan Dusun Hilir
dan Kecamatan Karau Kuala, dan pusat finishing dan pemasaran di
Kecamatan Dusun Selatan; dan

d. Pembangunan dan pengembangan industri makanan berbahan dasar
nenas parigi dengan pusat produksi, finishing dan pengemasan di
Kecamatan Dusun Selatan.

BAB IV
JANGKA WAKTU

Pasal 7

RPIK dilaksanakan dalam waktu 20 {dua puluh) tahun yaitu dari tahun 2022-
2042. ' '

RPIK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat ditinjau kembali setiap S
(lima) tahun.

Peninjauan RPIK sebaga.unana dlmaksud pada ayat (2), dalam hal terjadi
perubahan kebijakan strategis Nasional dan/atau kebijakan strategis Daerah.

PELAKSANAAN

Pasal 8

Pelaksanaan RPIK meliputi :

a. Pengembangan Perwilayahan Industri, terdiri atas pengembangan sentra
industri kecil dan menengah yang dilaksanakan dalam 3 (tiga) tahap, yaitu:
1. tahap I, tahun 2022 sampai dengan tahun 2027;
2. tahap II, tahun 2027 sampai dengan tahun 2032; dan
3. tahap III, tahun 2032 sampai dengan tahun 2042.

b. Pembangunan Sumber Daya Industri, terdiri atas :

pembangunan SDM Industri;

pemanfaatan SDA Industri;

pengembangan teknologi industri;

pengembangan inovasi dan kreativitas industri;dan

. pembiayaan industri.

dengan 4 (empat) tahapan pelaksanaan, yaitu :

1. tahap I, tahun 2022-2027;

2. tahap II, tahun 2027-2032;

3. tahap III, tahun 2032-2037; dan

4. tahap IV, tahun 2037-2042.
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(2)
(3)

(4)

-

c. Pembangunan Sarana dan Prasarana Penunjang Industri, terdiri atas :
1. pembangunan fasilitas jaringan energi dan kelistrikan;
pembangunan fasilitas jaringan sumber daya air;
pembangunan fasilitas sanitasi;
pembangunan fasilitas transportasi;
sistem informasi industri nasional (SII Nas); dan
. infrastruktur penunjang standarisasi industri.
dengan 4 (empat) tahap pelaksanaan, yaitu :
1. tahap I, tahun 2022-2027;
2. tahap II, tahun 2027-2032;
3. tahap III, tahun 2032-2037; dan
4. tahap IV, tahun 2037-2042.
d. Pemberdayaan Pembangunan Industri, terdiri atas kebijakan afirmatif dan
pemberdayaan IKM, yang dilaksanakan dalam 4 (empat) tahap, yaitu :
1. tahap I, tahun 2022-2027;
2. tahap II, tahun 2027-2032;
3. tahap III, tahun 2032-2037; dan
4. tahap IV, tahun 2037-2042.
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Pengembangan Luasan wilayah untuk RIPK sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) disesuaikan kondisi dan kebutuhan daerah.

Pembangunan dan Pengembangan wilayah industri kabupaten, dalam
pelaksanaannya, dengan memperhatikan ketersediaan sumber daya alam,
tenaga kerja, lingkungan hidup, ‘adat istiadat budaya setempat, tata ruang,
hak asasi manusia, serta ketentuan perundang-undangan.

Ketentuan mengenai pembangunan dan pengembangan wilayah industri
kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) diatur lebih
lanjut dengan Peraturan Bupau

Pasal 9

RPIK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 disusun dengan memperhatikan :

a.

b.

C.

m ™

Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional dan Kebijakan Industri
Nasional,

Rencana Pembangunan Industri Provinsi Kalimantan Tengah;

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Daerah;

Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kalimantan Tengah dan Rencana Tata
Ruang Wilayah Kabupaten;

potensi sumber daya industri daerah;

keserasian kegiatan sosial ekonomi dan daya dukung lingkungan; dan
proyeksi penyerapan tenaga kerja dan pemanfaatan lahan untuk industri.

Pasal 10

RPIK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 disusun dengan sistematika sebagai
berikut ;

a.

BABI : PENDAHULUAN



1. Latar Belakang;
2. Dasar Hukum; dan
3. Sistematika Penulisan.

b. BABII : GAMBARAN KONDISI DAERAH TERKAIT PEMBANGUNAN
INDUSTRI

1. Kondisi Daerah;

2. Sumber Daya Industri;

3. Sarana dan Prasarana; dan

4. Pemberdayaan Industri Kecil dan Menengah.

c. BABIIlI : VISI DAN MISI PEMBANGUNAN DAERAH, SERTA TUJUAN DAN
SASARAN PEMBANGUNAN INDUSTRI DAERAH

1. Visi dan Misi Pembangunan Daerah;
2. Tujuan Pembangunan Industri Kabupaten; dan
3. Sasaran Pembangunan Industri Kabupaten.

d. BABIV : STRATEGI DAN PROGRAM PEMBANGUNAN INDUSTRI
KABUPATEN

1. Strategi P’embangun_a'n- Industri;
2. Program Pembang;_j_n_a_n Ir_;du_stri;

a) Penetapan, Sasaran dan Program Pengembangan Industri
Unggulan Kabupaten;

b) Pengembangan Perw_iléjéhan Industri;

c) Pembangunah-- _Sumb_qr- Daya Industri;

d) Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri; dan
e) Pemberdayaan Industri.

e. BABV : PETA KAWASAN PERUNTUKAN INDUSTRI DAN PETA KAWASAN
INDUSTRI

f. BABVI : PENUTUP
Pasal 11

RPIK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 tercantum dalam Lampiran yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB VI
PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 12

Dalam pelaksanaan RPIK, masyarakat berperan serta dalam wujud saran,
masukan, informasi serta kerjasama dalam rangka pembangunan dan
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pengembangan kawasan industri Kabupaten, melalui Perangkat Daerah yang
membidangi urusan pemerintahan bidang perindustrian.

BAB VII
PELAPORAN

Pasal 13

(1) Bupati melaporkan hasil pelaksanaan hasil pelaksanaan RPIK kepada
Gubernur paling banyak 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun, pada bulan Mei dan
bulan November tahun berkenaan.

(2) Laporan pelaksanaan RPIK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan
bagian tidak terpisahkan dari Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah
Kabupaten sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

(3) Laporan pelaksanaan RPIK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :

pertumbuhan industri; : _

kontribusi sektor industri terhadap Penghasilan Domestik Regional Bruto;

penyerapan tenaga kerja sektor industri;

realisasi investasi sektor industri;

ekspor produk industri; dan

permasalahan dan langkah penyelesaian sektor industri.

Mmoo TR

- BAB VIII
PENDANAAN
Pasal 14

Pendanaan pelaksanaan RPIK dapat berasal dari :

a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;

b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan

c. sumber lain yang sah yang tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan
perundang-undangan.

BAB IX
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
Pasal 15
Bupati melakukan pembinaan melalui Perangkat Daerah yang membidangi

urusan pemerintahan bidang perindustrian dan melakukan pengawasan melalui
Perangkat Daerah yang membidangi urusan pemerintahan bidang pengawasan.
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BAB X
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 16

(1) Pada saat Peraturan Daerah ini mulaj berlaku, maka Peraturan lain yang
mengatur bidang industri yang ada masih tetap berlaku sepanjang tidak
bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dan harus menyesuaikan paling
lambat 1 (satu) tahun sejak Peraturan Daerah ini berlaku.

(2) Peraturan Bupati sebagai peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini
disusun oleh Perangkat Daerah yang membidangi urusan pemerintahan
bidang perindustrian dan harus ditetapkan paling lambat 1 (satu) tahun sejak
Peraturan Daerah ini berlaku.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Barito
Selatan.

Ditetapk_g_z_;_;&i:ﬁ;{gtok
padatanggal.ﬂ“\rjav\ 2022
BUPATI BARITO SELATAN,

!

I et

EDDY RAYA SAMSURI

Diundangkan di Buntok
pada tanggaj_ 2T Navet 2022

SEKRETARIS DAERAH

KABUPATEN BARITO SELATAN,

Y/
________________

EDY PURWANTO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BARITO SELATAN TAHUN 2022 NOMOR 1
NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN BARITO SELATAN PROVINSI
KALIMANTAN TENGAH : 01,0° /2022
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PENJELASAN
ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BARITO SELATAN
NOMOR TAHUN 2022

TENTANG

RENCANA PEMBANGUNAN INDUSTRI KABUPATEN BARITO SELATAN
TAHUN 2022-2042

UMUM.

Industri sebagai salah satu pilar ekonomi dan memberikan peran yang
sangat penting dalam menentukan langkah dan kebijakan yang diambil oleh
Pemerintah Kabupaten Barito Selatan dalam rangka menunjang sektor—
sektor ekonomi lainnya.

Pemerintah Kabupaten Barito Selatan menyadari pentingnya
pengembangan dan pembangunan kawasan Industri yang dituangkan dalam
Rencana Pembangunan Industri Kabupaten (RPIK) sebagaimana diatur dalam
Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 Tentang Perindustrian bahwa Industri
adalah seluruh bentuk kegiatan Ekonomi yang mengolah bahan baku
dan/atau memanfaatkan sumber daya Industri sehingga menghasilkan
barang yang memiliki nilai tambah atau manfaat lebih tinggi, termasuk jasa
Indutri. '

Kabupaten Barito Selatan mempunyai daya dukung dari sumber daya
yang tersedia termasuk alam dan manusia cukup tinggi, sehingga apabila
sumber-sumber daya ini dapat dipergunakan dengan tepat akan
menghasilkan kekuatan-kekuatan pada Industri yang pada akhirnya
menghasilkan keuangan dalam pembangunan ekonomi.

Rencana Pembangunan Industri Kabupaten Barito Selatan Tahun
2022-2042 merupakan prioritas Pemerintah Kabupaten Barito Selatan
dibidang pembangunan industri yang akan dilaksanakan oleh Perangkat
Daerah yang membidangi Perindustrian dengan didukung pemangku
kepentingan lainnya melalui program dan kegiatan Rencana strategis
Perangkat Daerah, maka Peraturan Derah ini dibentuk untuk memberikan
arah, acuan dan landasan Pembangunan Industri di Kabupaten Barito
Selatan.

PASAL DEMI PASAL.

PASAL 1
Cukup jelas.

PASAL 2
Cukup jelas.
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PASAL 3
Cukup jelas.

PASAL 4
Huruf a
Yang dimaksud dengan “Asas manfaat” adalah bahwa segala usaha
dan/atau kegiatan pembangunan yang dilaksanakan disesuakan
dengan potensi sumber daya alam dan Lingkungan hidup untuk
peningkatan kesejahteraan masyarakat dan harkat manusia selaras
dengan Lingkungannya.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “Asas kekeluargaan” adalah suatu kelompok
yang bekerjasama untuk mencapai suatu tujuan dengan menganggap
anggota dari kelompoknya adalah keluarganya sendiri sehingga
tujuan kelompok tersebut mudah tercapai.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “Asas adil dan merata” adalah pembangunan
nasional yang diselenggarakan sebagai usaha bersama harus merata
disemua lapisan masyarakat dan seluruh wilayah tanah air dimana
setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan berperan dan
menikmati hasil-hasilnya secara adil.

Hurufd - -

Yang dimaksud dengan “Asas Keseimbangan” adalah kepentingan-—
kepetingan yang memiliki hubungan satu sama lain. Dan memiliki
kesamaan antara hak dan kewajiban satu sama lain.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “Asas kemandirian” adalah asas yang
menunjukan pada tujuan umum bimbingan dan Konseling, yaitu
Konseling diharapkan menjadi mandiri secara pribadi, sosial, belajar
dan karier, dengan ciri—ciri mengenal diri sendiri dan Lingkungannya,
mampu mengambil keputusan, mengarahkan, serta mewujudkan diri
sendiri. mengarahkan, serta mewujudkan diri sendiri.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “Asas kelestarian” adalah bahwa setiap orang
memiliki Kewajiban serta tanggung jawab pada generasi yang akan
datang dan pada sesamanya dalam satu generasi dengan cara
mengadakan upaya untuk pelestarian daya dukung ekosistemn serta
melakukan perbaikan terhadap kualitas.

Huruf g

Yang dimaksud dengan “Asas partisipatif’ adalah bahwa setiap
anggota masyarakat didorong untuk berperan aktif dalam proses
pengambilan keputusan dan pelaksanaan perlindungan dan
pengelolaan Lingkungan hidup, baik secara Langsung maupun tidak
Langsung.
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Huruf h
Yang dimaksud dengan “Asas berkelanjutan” adalah Kegiatan
pembangunan dapat berlangsung secara terus - INenerus,

berkesinambungan untuk mencapai tujuan yang diharapkan.

Huruf 1

Yang dimaksud dengan “Asas demokratis” adalah bentuk kegiatan
yang semua pelaku usaha memiliki hak setara dalam pengambilan
keputusan yang dapat mengubah hidup mereka.

Huruf j

Yang dimaksud dengan “Asas kesetaraan” adalah suatu prinsip dasar
yang menentukan setiap individu manusia memiliki kedudukan yang
sederajat atau setara dengan individu manusia lainnya.

Huruf k

Yang dimaksud dengan “Asas kesatuan” adalah sumber segala
hukum,ialah sumber yang dijadikan bahan untuk penyusunan
peraturan perundang-undangan,baik berupa sumber hukum tertulis
maupun tidak tertulis.

Hurufl <

Yang dimaksud dengan “Asas dapat dilaksanakan” adalah suatu
peraturan perundang-undangan harus realistis yakni sesuai dengan
kenyataan sehingga harus dapat dilaksanakan.

PASAL 5

Cukup jelas.

PASAL 6

Cukup jelas.

PASAL 7

Cukup jelas.

PASAL 8

Cukup jelas.

PASAL 9

Cukup jelas.

PASAL 10

Cukup jelas.

PASAL 11

Cukup jelas.

PASAL 12

Cukup jelas.
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PASAL 13
Cukup jelas.

PASAL 14
Cukup jelas.

PASAL 15
Cukup jelas.

PASAL 16
Cukup jelas.

PASAL 17
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BARITO SELATAN NOMOR



LAMPIRAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BARITO SELATAN
NOMOR 1 TAHUN 2022

TENTANG

RENCANA PEMBANGUNAN INDUSTRI KABUPATEN
BARITO SELATAN TAHUN 2022-2042

BAB I
PENDAHULUAN

LATAR BELAKANG

Dalam rangka melaksanakan ketentuan Undang-Undang Nomor 3
Tahun 2014 tentang Perindustrian, Pasal 11 menyebutkan bahwa setiap
Bupati/Walikota menyusun Rencana Pembangunan Industri
Kabupaten/Kota (RPIK), sehingga dengan adanya RPIK Kabupaten Barito
Selatan diharapkan mampu menjadi acuan pembangunan industri bagi
tiap Perangkat Daerah yang feﬁ:tuﬁya_t" telah tci‘integrasi dengan dokumen
perencanaan pembangunan lainnya.

Pada dasarnya, tujuan _pefrﬁ;éngunan Kabupaten Barito Selatan
bertujuan mewujudkan wilayah yang bertumpu pada pengembangan
perdagangan dan industri berbasis potensi pertanian dan perikanan untuk
keadilan dan kesejahteraan masyarakat. Pemanfaatan sumber daya untuk
kepentingan-kepentingan tersebut diduga menimbulkan beberapa dampak
negatif, meliputi:

1. Keterbatasan tersedianya dan pemanfaatan lahan;

2. Munculnya resistensi sosial di masyarakat; serta

3. Terjadinya pencemaran lingkungan yang berpotensi mengurangi daya
dukung lingkungan.

Sehingga, penyusunan RPIK Kabupaten Barito Selatan, diharapkan
mampu menjadi haluan agar pembangunan industri tidak menimbulkan
efek negatif bagi lingkungan, dalam rangka mencapai industri Kabupaten
barito Selatan yang mandiri,berbasis ekonomi kerakyatan dan unggul di

Tingkat Nasional.



DASAR HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-
Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan
Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara
Tahun 1953 Nomor 9 ) menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);

3. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 ~ tentang Perindustrian
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 4, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5492);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224,
Tambahan Lembaran Negéfa Republik Indonesia Nomor 5587),
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-
Undang Nomor 23 Tahun 20 1_4-'_' _tent_ahg Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Repuia.lik.:'_ Indonesia Tahun 2015 Nomor 58,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 téritang Cipta Kerja (Lembaran
Negara Republik Indonesia_ Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2015 tentang Rencana Induk
Pembangunan Industri Nasional Tahun 2015-2035 (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 46, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 567 1)

7. Peraturan Pemerintah Nomor 142 Tahun 2015 tentang Kawasan
Industri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 365,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5806);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan
Bidang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2021 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6640);



10.

11.

12,

13.

14.

15.

16.

Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 110/M-IND/ PER/12/2015
tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Industri
Provinsi dan Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 19 17);

Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 40/M-IND /PER/6/2016
tentang Pedoman Teknis Pembangunan Kawasan Industri (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 989);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2018 tentang
Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan
Industri Daerah Provinsi dan Rencana Pembangunan Industri Daerah
Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor
133);

Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 4 Tahun 2010
tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi
Kalimantan Tengah Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi
Kalimantan Tengah Tahun 20 10 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah
Provinsi Kalimantan Tengah 'N'.om_dr 34);

Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 5 Tahun 2015
tentang Rencana Tata Rﬁang Wilayah Provinsi Kalimantan Tengah
Tahun 2015-2035 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah
Tahun 2015 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi
Kalimantan Tcngah“meo.z: 81), ..

Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 4 Tahun 2009
tentang Rencana Pefnbangunan Jahgka Panjang Daerah (RPJP-D)
Kabupaten Barito Selatan Tahun 2006-2026 (Lembaran Daerah
Kabupaten Barito Selatan Tahun 2009 Nomor 4);

Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 4 Tahun 2014
tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Barito Selatan Tahun
2014-2034 (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Selatan Tahun 2014
Nomor 4);

Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 13 Tahun 2017
tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)
Kabupaten Barito Selatan Tahun 2017-2022 (Lembaran Daerah
Kabupaten Barito Selatan Tahun 2017 Nomor 13, Tambahan Lembaran

Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 13);



SISTEMATIKA PENULISAN

Rencana Pembangunan Industri Kabupaten Barito Selatan Tahun
2022-2042 terdiri dari 5 (lima) Bab yaitu :
1) Pendahuluan;
2) Gambaran Kondisi Daerah Terkait Pembangunan Industri;
3) Visi dan Misi Pembangunan Daerah, serta Tujuan dan Sasaran
Pembangunan Industri Daerah,;
4) Strategi dan Program Pembangunan Industri Kabupaten; dan
5) Penutup.

Uraian singkat dari masing-masing bab dapat dijelaskan sebagai

berikut:

1) Pendahuluan
Bagian ini menjelaskan mengenai latar belakang pentingnya
penyusunan Rencana Pembangunan Industri Kabupaten Barito Selatan,
dasar hukum penyusunan serta isié.tematika penulisan;

2) Gambaran Kondisi Daerah Terkait Pembangunan Industri
Bagian ini berisi tentang .g'ambaran_umum kondisi Kabupaten Barito
Selatan, sumber daya{ ind-listri -Kabu_paten Barito Selatan, sarana dan
prasarana pendukung industri di Kabupaten Barito Selatan, dan uraian
terkait dengan pem.bercidj.'é.éi.l.”'.industz'i kecil dan menengah di
Kabupaten Barito Selatan; :

3) Visi dan Misi Pembangunan_ Daerah, serta Tujuan dan Sasaran
Pembangunan Industri Daerah
Bagian ini memuat visi dan misi Kabupaten Barito Selatan, tujuan
pembangunan industri Kabupaten Barito Selatan, dan sasaran
pembangunan industri Kabupaten Barito Selatan;

4) Strategi dan Program Pembangunan Industri Kabupaten
Bagian ini memuat strategi pembangunan industri dan program
pembangunan industri di Kabupaten Barito Selatan; dan

5) Penutup
Bagian ini menguraikan ringkasan keterkaiatan Bab I s/d Bab IV, dan
harapan-harapan dalam menyukseskan implementasi RPIK Kabupaten

Barito Selatan selama 20 Tahun ke depan.



1.

BAB II
GAMBARAN KONDISI DAERAH TERKAIT PEMBANGUNAN INDUSTRI

KONDISI DAERAH
Letak Geografis dan Administrasi

Kabupaten Barito Selatan adalah salah satu kabupaten di Provinsi
Kalimantan Tengah dengan ibukotanya terletak di Buntok. Secara geografis
terletak membujur di sepanjang Sungai Barito dengan letak astronomis
diantara 1°200LS-2°350LS dan 114°-115° BT. Ditinjau dari letaknya
Kabupaten Barito Selatan dilalui oleh jalan nasional dan menjadi Kota
perlintasan yang menghubungkan antara Kota Palangka Raya-Kabupaten
Pulang Pisau-Kabupaten Kapuas-Kabupaten Barito Selatan-Kabupaten
Barito Timur-Kota Banjarmasin. Dengan demikian lokasi Kabupaten ini
memiliki lokasi strategis karena adanya pola pergerakan orang dan barang,
sehingga menjadi kota transit, baik dari arah Kota Banjarmasin maupun
Kota Palangka Raya. Sedangkan dilihat dari letak wilayah dalam kesatuan
Provinsi Kalimantan Tengah, Dengan letak dan posisi demikian sehingga
perkembangan wilayahnya cenderung menuju ke arah Provinsi Kalimantan
Tengah. Berdasarkan pembent_uka:;_ wilayah menurut Undang-Undang
Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor
3 Tahun 1952 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di
Kalimantan, luas Kabupaten Barito Selatan adalah 12.664 km?, Namun
setelah pemekaran pada tahun 2-002; luas daerahnya menjadi 8.830 km?
yang terdiri dari 6 (enam) kecamatan, yaitu Kecamatan Dusun Selatan,
Dusun Utara, Karau Kuala, Gunung Bintang Awai, Jenamas, dan Dusun
Hilir.

Terkait luas Kabupaten Barito Selatan menurut Undang Undang
Nomor 5 tahun 2002 seluas 8.830 km2 Namun berdasarkan perkembangan
kesepakatan tata batas administrasi dengan beberapa kabupaten tetangga,
antara lain Kabupaten Barito Utara dan Kabupaten Barito Timur, serta
update informasi data spatial secara real luas kabupaten Barito Selatan
yang digunakan dalam dokumen teknis Rencana Tata Ruang Wilayah
Kabupaten Barito Selatan tahun 2011-2031 adalah 6.937 km=.



Secara administrasi batas wilayah Kabupaten Barito Selatan adalah
sebagai berikut:

Sebelah Utara
Sebelah Selatan

Kabupaten Barito Utara.
Kabupaten Hulu Sungai Utara Provinsi Kalimantan

Selatan dan Kabupaten Kapuas.

Sebelah Barat Kabupaten Kapuas.

Sebelah Timur Kabupaten Barito Timur dan Kabupaten Tabalong
Provinsi Kalimantan Selatan.

SUMBER DAYA INDUSTRI

Penggunaan lahan bukan sawah di Kabupaten Barito Selatan yang
%). Untuk

sawah menurut

terbesar adalah untuk hutan negara yaitu seluas 332.165 Ha (74
lebih jelasnya mengenai penggunaan lahan bukan

Kecamatan di Kabupaten Barito Selatan dapat dilihat pada tabel berikut :

1. Jenamas. b 2231 | JeB0 | 30243 | 33.154
0. Dusun Hilir 4787 | 18.088 | 113.526 | 136.410
3. Karau Kuala 2.021 | 5971 | 22.534 30.527
4. Dusun Selatan | 3.201 | 10311 | 18.520 32.032
5. Dusun Utara | 1.056 | 19.994 | 42.222 63.272
’76. Gunung Bintang Awai 1666 | 18.524 | 115.831 | 136.021
Jumlah Total 14.962 | 73.569 | 342.876 | 431.407

Hutan alam Barito Selatan memiliki berbagai macam ragam jenis
pohon dan hasil hutan ikutan lainnya yang memiliki potensi ekonomi
cukup tinggi khususnya kayu, sedangkan hasil hutan ikutan seperti
berbagai jenis rotan, damar, gaharu dan lain-lain. Adapun perusahaan
swasta nasional yang bergerak dibidang usaha perkayuan ini terdiri dari
tiga (3) pemegang HPH dengan luas areal 144.325 ha. Produksi hutan dan
hasil hutan ikutan tahun 2009, yaitu sebagai berikut:

Kayu bulat menghasilkan 27.813,08 m3.
Kayu olahan menghasilkan 7.381,85 m3.
Rotan irit / taman menghasilkan 3.592,5 ton.

Damar menghasilkan 20 Kg.

oA W N

Kulit Gemor menghasilkan 27 Ton.



a. Kawasan Zona Agroekologi

Komponen utama dari rakitan zona agroekologi adalah aspek
biofisik lingkungan yang terdiri atas karakteristik iklim, fisiografi, tanah,
dan vegetasi (Amien, 1998 dan FAO, 1996) dan produknya adalah
berupa informasi sumber daya lahan yang tersaji dalam format data
spatial yaitu peta zona agroekologi (ZAE).

Rakitan zona agroekologi yang telah dihasilkan merupakan hasil
interpretasi data iklim dan lahan dengan memanfaatkan teknologi
kecerdasan buatan (artificial intelligence) yaitu program Land Use.
Program ini membantu memberikan arahan tentang penggunaan lahan
dengan menentukan sistem pertanian yang tepat berdasarkan beberapa
karakteristik iklim dan lahan yaitu rejim iklim, rejim suhu, relief (lereng),
jenis tanah dan drainase. Dalam penyusunan zona agroekologi,
karakteristik-karakteristik ini digunakan sebagai pembeda zonasi
utama.

b. Pembagian Zona Utama

Hasil dari pembagian zona-zona berdasarkan kriteria zonasi
utama maka didapatlah zona-zona utama termasuk subzona dengan
tipe pemanfaatan lahan atau .si.s:tém pertanian (agricultural system)
untuk masing-masing zona. Masing-masing zona utama tersebut:

1. Zona I adalah wilayah dengén keleréﬁgan > 40% dengan sistem
zonasi kehutanan. .

2. Zona II adalah wilayah dengan kelerengan antara 15-40% dengan
sistem zonasi perkebunan.

3. Zona III adalah wilayah dengan kelerengan antara 8-15% dengan
sistem zonasi agroforestry.

4. Zona IV adalah wilayah dengan kelerengan 0-8% dengan sistem
zonasi tanaman pangan yang terbagi menjadi 2 subzona yaitu zona
IV axl dengan kondisi drainase tanah yang buruk untuk
pengembangan padi sawah dan zona IV ax2 dengan kondisi drainase
tanah balk untuk pengembangan tanaman pangan lahan kering.

S. Zona V adalah wilayah dengan kelerengan < 3% dengan sistem zonasi

kehutanan untuk ketebalan gambut > 1,5 meter (zona Vpl) dan



sistem zonasi hortikultura untuki ketebalan gambut < 1,5 meter
(zona Vp2).

Zona VI adalah wilayah dengan kelerengan < 3% dengan sistem
zonasi hutan mangrove yang dicirikan dengan adanya jenis tanah
yang memiliki kandungan sulfat atau garam yang tinggi.

Zona VII adalah wilayah wilayah dengan kelerengan < 3% dengan
sistem zonasi kehutanan yang dicirikan dengan adanya jenius tanah

yang berkembang dad pasir kwarsa (spodosols).

c. Sistem zonasi atau sistem pertanian dan alternatif komoditi

1.

Zona I A.

Zona I yang merupakan jajaran perbukitan curam atau sangat
curam dan pegunungan angkatan yang memiliki kelerengan >
40% dengan beda tinggi > 300 meter, terdapat pada ketinggian rata-
rata 700 meter yaﬁg disimbolkan sebagai zona lax. Sistem zonasi
atau tipe pemanfaatan_lah__an pada zona ini adalah kehutanan. Pada
kelerengan diatas "60%. dlsarankan untuk mempertahankan kondisi
vegetasi alami setempat den.gan--sistem pengelolaan berupa hutan
lindung, hutan sﬁéka alam dan hutan wisata, sedangkan pada lahan
dengan kelerengan 40-60% disarankan sebagai kawasan hutan
produksi dengan alternatif komoditas meranti, kruing, kapur,
damar, benuang, rotan, bangkirai, eucalyptus, pinus, castanea,
rapanea, dan casuarina. Secara geografis zona I merupakan
kawasan-kawasan kecil terdapat di bagian dengan luas hanya
14.585 Ha atau 1,76 % dari total luas wilayah Kabupaten Barito

Selatan.

Zona II B.

Zona Il dengan sistem zonasi untuk perkebunan memiliki luasan
sebesar 147.794 Ha atau 17,81%. Berdasarkan peta ZAE, secara
geografis, kawasan-kawasan untuk zona II secara umum adalah
merupakan suatu kesatuan hamparan dan terkonsentrasi, terdapat
di bagian timur berbatasan dengan Propinsi Kalimantan Selatan
yang didominasi lahan-lahan kering. Alternatif komoditas yang

disarankan adalah tanaman tahunan dataran rendah yang meliputi



karet, kakao, kopi danbuah-buahan frseperti rambutan nangka,

duku, durian , mangga, jambu mete dan kemiri.

Zona III C.

Zona III umumnya terdapat pada ketinggian < 700 meter dengan
beda tinggi 10-50 meter dan memiliki tipe pemanfaatan lahan atau
sistem zonasi untuk agroforestry atau wana tani dataran rendah
dengan alternatif komoditas berupa tanaman pepohonan dan perdu
(sengon, acassia atau tanaman budidaya seperti kelapa, kelapa
sawit, karet, jambu mete) sebagai pelindung dan diikuti dengan
tanaman palawija (padi gogo, jagung, kedelai, kacang tanah) serta
tanaman sayuran (terong, kacang panjang, sawi). Alternatif lain yang
dapat dikembangkan pada zona III adalah budidaya pakan temak
berupa hijauan dan rumput-rumputan. Sama halnya dengan zona
II, pola penyebaran secara geografis untuk zona III adalah
merupakan suatu kesatuan hamparan dan terkonsentrasi, terdapat
di bagian tengah wilayah Kabupaten Barito Selatan dengan luas
167.572 Ha atau 20,19%.

Zona IV D.

Zona IV dengan sistem zonasi tanaman pangan dan luas areal
177.545 Ha (21,39%) terbag1 menjadi 2 sub-zona berdasarkan
kondisi drainasenya dan ketersediaan air tanahnya yaitu IV.1
(drainase buruk) seluas 159.045 Ha dan V.2 (drainase baik) seluas
18.500 Ha.Untuk zona IV.:l, potensi lahannya adalah memiliki
kemiringan < 8% dan umumnya telah mempunyai jaringan irigasi
baik secara tradisional maupung teknis sehingga ketersediaan air
tercukupi dan tingkat kesuburan tanah relatif baik. Kendala umum
sebagian lahan pada zona ini adalah tingginya genangan dan banjir
pada musim hujan terutama pada daerah-daerah rawa yang
mayoritas mendominasi zona IV.1 ini. Secara geografis, zona IV.1
banyak terdapat di sepanjang jalur aliran sungai dimana masih
dipengaruhi oleh pasang surut. Tipe pemanfaatan lahan untuk zona
ini adalah sistem pertanian tanaman pangan lahan basah di dataran
rendah dan budidaya perikanan rawadengan altematif komoditas
padi sawah dan ikan air tawar asli setempat. Berikutnya adalah zona

IV.2 dengan kondisi lahan yang memiliki drainase baik sehingga tipe



pemanfaatan lahan yang sesuai adalah sistem pertanian tanaman
pangan lahan kering dataran rendah dengan alternatif komoditas

padi gogo, jagung, kacang-kacangan, cabe, dan umbi-umbian.

5. Zona VE,

Zona V umumnya terdapat pada wilayah yang memiliki fisiografi
berupa kubah gambut dan sebagian kecil merupakan dataran
alluvial berawa-rawa dengan beda tinggi < 10 meter. Berdasarkan
ketebalan gambut sebagai bahan organik pembentuk tanahnya,
zona ini terbagi menjadi 2 subzona yaitu V.1 untuk ketebalan
gambut < 1,5 meter dan V.2 untuk ketebalan gambut > 1,5 meter.
Tipe pemanfatan lahan untuk gambut dangkal pada zona V.1 secara
umum diarahkan untuk tanaman hortikultura. Luas wilayah zona
V.1 adalah 27.955 Ha (3,37%). Untuk zona V.2 diarahkan untuk
sistem kehutanan dengan alternatif komoditas berupa vegetasi alami
setempat sesuai dengan ekosistemnya. Luas penyebaran zona V.2
adalah 150.696 Ha (18,16%).

6. Zona VIIF.

Zona VII dengan.-luas' -'_143'.8.1'9___Ha atau (17,33%) terdapat pada
dataran yang merupakan peralihan dari rawa ke daratan dengan
jenis tanah spodosolé dan tanéh—tanah lainnya yang berkembang
dari bahan iriduk_ kasar seperti pasir _ku.arsa. Tipe pemanfaatan
lahannya adalah kehutanan dengan alternatif komoditas vegetasi

alami.

SARANA DAN PRASARANA

Kawasan peruntukan industri seluas 2.120,35 (dua ribu seratus

dua puluh koma tiga puluh lima) hektar terdiri atas:

1
&
3.

Kawasan peruntukan industri besar;
Kawasan peruntukan industri sedang; dan

Kawasan peruntukan industri rumah tangga.

Kawasan peruntukan industri besar terdiri dari :

a. Kawasan industri karet di Kecamatan Dusun Selatan;



b.

Kawasan industri Crop Palm Oil (CPO) di Kecamatan Dusun Utara;
dan

Kawasan industri pencampuran batubara di sepanjang sungai
Barito Kecamatan Dusun Utara, Dusun Selatan, Karau Kuala, dan

Dusun Hilir.

2. Kawasan peruntukan industri sedang terdiri dari :

a.

Kawasan industri rotan di Kecamatan Dusun Hilir, Dusun Utara,
dan Dusun Selatan;

Kawasan industri kayu di Kecamatan Gunung Bintang Awai; dan
Kawasan industri pengolahan bahan konstruksi dan jalan di

Kecamatan Dusun Selatan.

3. Kawasan peruntukan industri rumah tangga terdiri dari :

a.

Kawasan industri anyaman rotan dan purun di kecamatan Karau
Kuala, Jenamas, Dusun Hilir dan Dusun Selatan; dan
Kawasan industri penganekaragaman pangan di kecamatan Dusun

Selatan dan Gunung Bintang Awai.

PEMBERDAYAAN INDUSTRI KECIL DAN MENENGAH

Industri kecil dan menengah diyakini mampu menyerap tenaga

kerja dan menyumbang Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Barito Selatan,

salah satu upaya untuk menciptakan industri kecil dan menengah yang

tangguh dan mandiri adalah dengan pemberdayaan. Program

pemberdayaan industri kecil dan menengah yang telah direncanakan tahun
2021-2041 meliputi :

1.
4.4

Mengadakan pelatihan setiap tahun.

Mengajak dan memfasilitasi para pengusaha industri kecil dan
menengah untuk turut serta dalam acara-acara Pameran Industri
Kecil dan Menengah.

Mengembangkan wilayah pemasaran hasil produksi.

Memberikan bantuan atau stimulus kepada para pengusaha
industri kecil dan menengah baik berupa uang dan/atau bahan
produksi dan/atau alat produksi.



Sasaran program pemberdayaan industri kecil dan menengah

Kabupaten Barito Selatan mencakup :

No. | Industri Pengolahan Jenis Produksi j
1 2 3
A. Industri Air Minum Dan Air Mineral

B. Industri Kerupuk Keripik Peyek Dan
Sejenisnya

C. Industri Kue Basah

: Pangan D. Industri Minuman Lainnya

E. Industri Penggaraman / Pengiriman
Lainnya '

F. Industri Produk Makanan Lainnya

G. Industri Tahu Dan Tempe

A. Industri Kapal Dan Perahu

o Sandang - B.. Industri Pencetakan Umum

| C. Penjahitan Dan Pembuatan Pakaian
| Sesuai Pesanan

A. Industri Barang Bangunan Dari
Kayu

- | B. Industri Barang Dari Semen Dan
Kimia Dan Bahan |  Kapur Untuk Konstruksi
Bangunan

C. Industri Batu Bata Dari Tanah
Liat/Keramik

D. Industri Furnitur Dari Kayu

Logam, Mesin, Dan

Elektronika A. Industri Barang Logam Lainnya

A. Industri Barang Anyaman Dari
Rotan Dan Bambu

B. Industri Barang Anyaman Dari

. Tanaman Bukan Rotan Dan Bambu
o, Kerajinan

C. Industri Kerajinan Ukiran Dari
Kayu Bukan Mebeller

D. Pengolahan/Sortase Koran




BAB III
VISI DAN MISI PEMBANGUNAN DAERAH, SERTA TUJUAN DAN
SASARAN PEMBANGUNAN INDUSTRI DAERAH

VISI DAN MISI PEMBANGUNAN DAERAH

Visi Pembangunan Industri Kabupaten Barito Selatan yaitu :

“Mencapai Industri Kabupaten Barito Selatan Yang Mandiri,
Berbasis Ekonomi Kerakyatan, Dan Unggul Di Tingkat Nasional
Pada Tahun 2041”

Misi Pembangunan Industri Kabupaten Barito Selatan sebagai penjabaran

dari visi tersebut yaitu :

1

Kemandirian Industri : mengembangkan industri berbasis sumber

daya alam dan produk lokal secara optimal.

. Ekonomi Kerakyatan : mcnyelcng_garakan sektor industri dengan

kemanfaatan sebesar-besamya untuk masyarakat, ditunjang sumber
daya manusia profesional, berkarakter dan dilaksanakan secara

berkelanjutan.

. Unggul: mencapai pembangunan sektor industri yang berjalan sinergis,

harmonis, berkelanjutan, inovatif, dan berdaya saing.

TUJUAN PEMBANGUNAN INDUSTRI KABUPATEN

Tujuan Pembangunan Industri Kabupaten Barito Selatan yaitu :

1.

Terjalin sinergitas arah pembangunan sektor industri nasional dan
daerah.

. Pembangunan sektor industri daerah yang efektif dan terarah.

Efisiensi penggunaan dan pengelolaan sumber daya untuk tujuan

pembangunan sektor industri.

. Hilirisasi sektor industri.



SASARAN PEMBANGUNAN INDUSTRI KABUPATEN

Berdasarkan misi pembangunan industri Kabupaten Barito Selatan, serta
untuk dapat mencapai tujuan pembangunan industri, maka sasaran yang
akan dicapai meliputi :

1. Kemandirian Industri : mengembangkan industri berbasis sumber
daya alam dan produk lokal secara optimal, yaitu :

a. Terbangunnya Sentra IKM baru.

b. Terselenggaranya penetapan produk industri unggulan daerah.

c. Tersedianya peraturan dan arahan terkait penjaminan ketersediaan
bahan baku industri lokal.

2. Ekonomi Kerakyatan : menyelenggarakan sektor industri dengan
kemanfaatan sebesar-besarnya untuk masyarakat, ditunjang sumber
daya manusia profesional, berkarakter dan dilaksanakan secara
berkelanjutan, yaitu :

a. Terselenggaranya penggunaan dana desa sesuai potensi ekonomi
rakyat. . -

b. Tersedianya wadah dan kegiatan secara reguler peningkatan
keahlian, keterampilan, dan pengetahuan stakeholder industri.

3. Unggul: mencapai pémbangunan sektor industri yang berjalan sinergis,
harmonis, berkelanjutan, inof(atif, dan berdaya saing, yaitu :

a. Tersedianya infrastruktlif penun_]ang ixidustri,

b. Tersedianya sarana penunjang industri. '

c. Tersedianya kawasan sentra industri terpadu.

d. Tersedianya lembaga permodalan industri.

e. Tersedianya akses promosi dan pemasaran industri melalui berbagai
media.

f. Terselenggaranya kelembagaan pembangunan industri.

g. Terjalinnya kerjasama antara Pemerintah Daerah Kabupaten Barito

Selatan dengan lembaga pendidikan.



BAB IV

STRATEGI DAN PROGRAM PEMBANGUNAN INDUSTRI DAERAH

STRATEGI PEMBANGUNAN INDUSTRI

Strategi Pembangunan Industri Kabupaten Barito Selatan yaitu :

&
2,
3.

10.

11.

12.

Penyiapan lokasi Sentra IKM baru.

Penetapan Peraturan Daerah tentang Produk Unggulan Daerah.
Penetapan Peraturan Daerah terkait zonasi kawasan strategis
kabupaten.

Penyertaan program penunjang kegiatan industri dalam RKP Desa.
Pembuatan Pusat Pengembangan Keterampilan dan Keahlian Industri
yang dikelola Kelembagaan Pembangunan Industri.

Peningkatan ketersediaan jaringan listrik dan energi listrik pedesaan
khususnya untuk kegiatan industri.

Peningkatan ketersediaan air bersih khususnya untuk kegiatan
industri. . '

Pendirian Lembaga Pembangunan Industri.

Bantuan permodalan melalui lembaga keuangan.

Kerjasama antara Pemerintah Daerah Kabupaten Barito Selatan
dengan SMK dan/atau Perguru;ar.l' Tinggi dengan kompetensi khusus
berkesesuaian dengan pengembangan industri daerah.

Optimalisasi pengguﬁaan website resmi déerah sebagai wadah promosi
produk industri. NG

Pemanfaatan toko online.



‘uesjueqrad /iserodoy
neow
uerepouwrod uejyendusd g

“eyesn yodworay

-3jodworay 1senyeay
‘TeUOISBUId UL

Tesed redeousw ynpoig g
‘TeuoIsBUIa)UI JEPUB]SIS]
ueyI ueye[o jynpoxd
ISBYIJISISAIP UBP Ueye[o

npoid ueduequo8uad 'z,
‘Lsnpur

[oqe] ueduelfuedisg 1

! ueleIday] Isenyeay

"1ere ueyequieuad
uep UeBIpaAuUsd '

' BIJUSG ISBSI[BIIAdY ue[nNsSN

‘uexueqlad /1seradoy]
mpefow
uerepouriad uejengusd 'Q

"eyesn sjoduro[oy
-yjodworay 1senyeaq ‘¢
‘TeuolseuIaul
Tesed redeouswr yNpoid ‘g

‘[eUOISBUIOIUT Jepue)siaq

uex! ueyejo ynpoid
ISEN[JISISAID UBp UBYUE[O

ynpoid ueduequoguad ‘7,
‘msnput

[oqel uedueluediad 1

: uejerdoy 1senjeay

"1synpoad eueres uep
Bunpad ISy uesreqiad ‘I

! BIJUOG ISBSI[E}IASY UB[nS)

P
“Jourajur uedunqures

[1s1] J0yeIoUS3
“IvdI ‘yrsieq Ire
ISE[BISUl ueunduequiad ‘g

"IN3IN uep 1seradoy]

ueyneT] rereq dldN ‘v

"IN Bnjuag ejojedusad
Iojuey] ueunduequiod ‘g

‘ueduepndiad

uep ‘“sowoad

yesnd “synpoid
dunpad ueunduequiad 'z

~ "dO/DIn/repuy
T Eep adag
©11989q UBlR[ag UNsSN(
UeJeWEIY Ip NIeq W31
BIUSG ueunduequisad

__  UBBUBOURIS] '|

__ L 3ISTy
MVd BUEBp uelRBJUBWIO]

‘uejees

ojureq usjedngey] yeloe(]

JBJULIOWSd WSl unse

ue3uap aunyuo ueresewad
S9s¥e UBBNqWod 'S

(rIsy
-uou 3y /ueedequioay)
uesewoy uep snpoid

sejens] uejey3uiusd
‘(esaqg eUBQ/AdOS
y9j0) 1s3npoad Suelunuad
uejererad ueepelusd g

‘snpul [aqey uedey3used g

NN /W3T uep Iseradoy]
seysedey ueyeyduruad yqisy
-uou Jy( UeleRjuBwWo] |

13Lred seua)y -

eAuurer
Tese( ueyeqlog
ueued ueye[Q"

suideq

Tese(] ueyeqlog
uedued ueye[o-
ue]

Tese( ueyRqIog
uedued ueye[()"

S

1 4

€

(4

I

¢b0Z-L£0Z unye],
Al

L€0T-TE0C unye],
II1

2€0T-LT0T unye],
II

L202-2T0CT unye],
I

apouag

uweueye HIsSnpuy

usueye| Lysnpuj (1
usjednqey] uemnssun ysnpuj veSuequoSuag weiSoirg uep ‘usreses ‘uedejousag ‘e

TALSNANI NVNNONVENId NVID0Ad ‘2




‘uesueqIad /1sesedoy]

{  myepw
uerepouniod ueyenduog ‘4
0 . ‘uyesn
- sjodwofay-sjoduroray
uejensuad uep 1seneAq ¢
‘ueseway uep ynpoid

Sejifeny isenfeay ‘g
‘1s3npoad Susfunuad
uejeresad 1sTPUOAL

Uep ISIpUos ISeneAy |

: Uejerday 1senfeay

‘BIJUSS BUWIBU
ueded uep ‘Buriey
reded ‘uerel ueyenquiad ‘g

‘nreq
NI enusg urunduequiag
MVJ BUBp UBMSN'6

"(Ndg

ALY /ddNd euwreseliay)

I erjuag uo[ed ueye|
uederfuad uep ueyuwag g

‘uesueqtod /1seradoy]
mreow
uerepourrad uejendusd’/

‘Seadnngd
ueduop rwes el1oxaq

nlew yera) Sues eyesn
sjodwora] ISLISTUT IN[e[ou
nreq eyesn jodworay
-loduroray uesnuaquad
uedurdurepuag 9

€

(4




‘uexueqlad/iserodoy]
mrefsw
uerepoursad uejensoq ‘g

"Byesn syjoduwofoy
-odwolay 1senfeay
‘reuorseursjur
Tesed redeousw ynpoiq ‘¢
‘TeUOISBUIUL JEpUE)SIaq
ues(r ueye[o ynpoid
ISEYISISAIP UBD ueye[o
3npoid ueduequoluay 'z

‘lsnpur
[2qe] uedueluediog ‘1

: Uelerdoy iseneay

‘Jere ueyequieuad
uep ueerpakusg ‘|

+ BIJUDG ISESI[BIIASY uens()

‘ueueqrad /1seradoy]
mpefow
uerepourtad uejendusd ‘g
“eyesn jodwolay
-sjodworay 1senfeay ‘4

‘TeuorseULIOIUT

JTesed redeouown }npoid ‘¢

‘TEUOISBLLIANUI JepUL)SIaq

ue3l ueyejo ynpoid
ISBXIJISISAIP Uep uByR[O

Anpoid ueduequiodusg .m_

‘LIIsnput
[oqe] uedueluedisad ']

: uejerday 1Isenyeay

"1synpoad eueres uep
Sunpa3 yIsy ueyreqiad 1

' BIJUSG ISESI[B)IA0Y UE[NS

"BIjuag
evweu ueded uep ‘Buroy

Teded ‘uerel uejenquay ‘g

TP “¥euisjur uedunqures
LS| J03BI9ULS

“TIvdl ‘yisiaq ire

Iserejsul ueunduequiag ‘g

'IMN uep iseiadoy)

ueyne] rereg aldn ‘v

DI Buag Eo_ﬂumnom

poucmuﬁ chs.mSwn_Eum o

Smwcmwﬁm.am uep
‘rsowod jesnd ‘ssnpoad

Bunpa3 ueunSuequag ‘g

1dn/Din/repury

: - Uep ‘quaa

S.Bwon_ uelE[eS UNSN(

UBJEWEIIY] 1p nIeq ]

~ BIusg uesunduequiog
UBBUBOUAIS] ']

- HISTY
VA euep usjeRjUBWAY

‘uejeeg

ojlreq usjednqgey yeiseq
YeluLIowad [wsal unye
ue3usp auyuo ueresewoad

Sosye UreqNqua ‘Q

"(1sy
-uou vy /ueedequiosayy)
uesewsy| uep snpoid

sejreny] uelesdurusg ‘4

‘(esaq BUBQ/Qdos
y9r0) 1synpoud Suelfunusd

uejeresod ueepedusg ‘g

‘Isnpur

°qer am&mxmuﬂom ‘C

NN /T
uep serodoy] sejisedey
uejesjduruad sisy

-uou jy(q ueleejuewag ‘|

ueloy LIsnpuj

S

14

€

(4

I

¢P0C-LEOT unye],
Al

L€0T-TEOZ unye]
III

C€0T-L20T unye],
II

4202-220T unye,
I

aporiag

uejoy HI3snpuj

uejoy snpuj (g




_meﬂ_mﬁnum /iseaadoyy
o e
uelepouriod uejensusq ‘4
: “eyesn
sjoduwiofay-sjodworay
uerenduad uep ISenjeay ‘¢
‘UeseuIay uep
snpoad selens| ISenfeay ‘g
‘1s3npoad Suelunuad
uejererad 1SIPUONaX
UEp ISIpuoy 1senfeay ‘|

! uejerday Isenyeay

‘req
NI Bnjusg ueunduequiag
Mvd euep uemsn ‘6

"(Ndg

ALY /¥dNd eweselioy)

N3] e1jusg uored ueyep
uederfuad uep ueyuag'g

‘uesueq.rad /iseradoyf
nyeow
uerepowrad ueensusg-/,

‘SadInd
ueduop BWES BlI1933q

nfew yera suek eyesn
sjodworay ISBISIUT Mye[ou
nreq eyesn jodwosy
-Todwoey ueMusaquad
uedurdwrepusd ‘9

€

(4




nelly msnput

redeqos WMIS Isenjeay *

‘snpur ueyelenmrad

‘seadres ueyequeuad
uep uesreqrad ‘uejol
msnpul WIS Isenfeayd

‘seadres
ueyequeuad uep
uereq.tad ‘ueuesewl

"IN3IN uep 1sexadoy]
ueyneT] rered AldN
"ADIIS enuag eropeduad
lojuey ueungduequiad

‘uegduepniiad

uep ‘rsowroxd

1esnd ‘ssnpoid
Sunps8 ueunguequiog

DS veunguequiad
qva ugmsnsuag

NS

~ero1e8uad edequuol

~ uep (yodwoay O]
[ewIuIw) YIS eyesn
sjodoay uenjuLaquIog

“1d0/DIn /Tepwy

. uep ‘qad
©11982q ueje[ag unsn(
uejeweody| 1p (Uelor
Lsnpur) enpay WMI
ejUag ueunduequiad

‘ueduepndiad

uep ‘rsowroad

jesnd ‘issinpoad
dunpad ueunduequiog

‘DS ueunduequiad
VA vemsnduag

INMIS
ejoro8uad edequol

uep (sjodworay QF
rewrtuiu) WIS eyesn
sjoduwopay uesinIuaquIadg

1dn /1IN /repuy

uep ‘qad

©11983q ueje[ag unsn(
uejewWeddy Ip (Ueuesew
Lgsnpuy) nareq Wl
enusg ueunduequiad
ueeuBOUaIdd

‘Suenu eje) uexeliqay
werep WIS uoreo

ueje[og
unsn( ueyeweddy Ip

Mequioy uenefurusd - Lnsnpur WIS 1senfeAy UBBUBOUAId] 1sexo[-1seso] uedejouad IS ueduequuiaduad
S 14 € (4 I
Zb0T-LEOT unye], L€0T-TE0T unyeL C€0C-LT0C unye], L20¢C-220C unye], snpuj
Al III I I ueyele[imiag
ueSuequaduag
weidoxrd

apouiagd

HIsnpu] ueyedlenimidd uesSuequaduag °q




_ ‘mefiy msnpur
redeqas WIS Isenjeay
‘sesdres weyequieuad
uep ueyreqiad ‘uejor
Hsnpul WIS 1senfeay
" i serdies
ueyequieuad uep
uesreqiad ‘uvuesEW
LISnpul WIS Isenfeay
"BIJUSS BWEBU

ueded uep ‘Burqiey
reged ‘uerel ueyenquiag

TP
“Jourojur uedunqures

‘LIS 103BISUSS
“Tvdl ‘yrsiaq Ire
ISE[B)SUl Ueun3uequidg

Al

01

ey

Lgsnpur uerejjepuad
uedes3uooy
uesderfuspy

"BIJUSS BWRU
ueded uep ‘Suryiey
reded ‘uerefl ueyenquag

P

Jourajur uedunques
‘S{113s1] J0JeIoULd

“IvdI ‘Yisiaq are
ISe[ejsul ueunsuequiag

"IN uep 1seradoy
ueyne] rereg dldn

"INMIS exjuag ejojaduad
Iojuey ueunsuBqUIS]

01

€

(4




W3IN % doxdepsiq uep ‘esaqg
BJULIDW] ‘UBjewe ULIowW M M M M "BS9p UBRUNYE)
R Ll FL AR uered3due uep weidosd WeEEP UQNJ BIgoos
esop denss ynjun uemsdun snpoid /1Ipowos Lgsnpug
edep 1oquns ueduequaguad uep | VAS UBIEEBJURWIS]
| ‘ueBunpurpiad ‘ueejoraBuad weidoid uesnsewon
¢ ‘yeduauaw
WMWDEMMM MM@NMM&MMﬁ cﬂﬂﬁmxtw& . UBD Iesep yv[o3]as BIsn yeue-yeue epeday
Sutiter ¢ QM ﬁm c.mmm:mmg wMM 2 p p P P LISNpuUl Nyeq ueyeq mmnm.nmﬂnx VAS ISBAIOSUO
& P AR a 3uejus) ueluede] IpNIs /ISeSI[RISOS / UBTRULSUS]
. . "UnnI erecss usjednges] UBP UBJEWIBOSY
NN % doxBepsia I8 A 8 o M wmxmc_ﬁ eped eyesn nyerad 13eq ueresewad
~ uep isynpoad uedurdurepuad ueeuesye[ed
. ‘yedusuow
W3n L ~ UBp JBSBP YR[03]9S JO[NHINS] BNSIHO WNNHLINY LIsSnpu] WAs
% dox{8epsiq uep uesiprpusd seulq F M P i werep uemssun isnpul [ISey ueresewad ueunduBquUIsg
uep 1s3npoid 1sualod oy UeYNSBWwIN
‘Je3ususw uep JESep ye[o3]os
N3N M N N M BISn Jeue-3yeue epeday uen33un ysnpul
% doySepsiq uep ueyIprpuad seuiq Suejuoy ueSuede| 1pnys /1sesipersos /Uereusgusay
L 9 S 4 € (4 I
20T | LEOZ | TEOT | LZOT
-LEOT | - L "
qemer SunSSueuag Al & NMWN wnoﬂ ﬂmoﬂ weifoig
unye] / aporiad

HIsnpu] edeq raquing ueunSuequiagd ‘o




N3N % dox3epsiq uep ‘eso(
UBjuLIsWS{ ‘UBJRWEBID}Y] YBJULIOWag

‘nlew yeroy Sues serodoy uedusp BUIesIaq
uee[o[aduad swistuesjow neje /uep ‘resaq
ueeyesnIad uep ‘UexueqIad UBSUSp BureselIoN

Isej[ise] refowr Ny seyiqedes uejesSuiusyg Lmsnpuj
ueeheiquiog
s d ueresewad uep synpoid
dox3epsiq uep ‘esa 18 FHPUI JNpos .
nmﬁﬁwwﬂu Mw& ,qwumwummmﬁ %ﬁaz%ﬁf ueederquiad ueeoja8uad weep saquNg
' g SBIIAN9)e uejes3urtuad uep ueluequiofuad
: - ‘ISTwIopee
‘uep ‘yexeredsewr ‘eisems eyesnguad ‘yejunrowed
NN = do3Sepsiq uep YAFddVe Insun ueyjeqaw eAuurerep 1p Suek Lysnpur
~ eduequafuad 1seqrunuwosy WINIOJ uejenquiad sejAneaIy]
— uep Iseaouj
"unnI ueduequagusg

N3N % doy3epsig

__ _w.aowm eyesn nyefed 18eq ysnpur Suelunuad
uejeresad 1sestulspow uep ‘Teuorserado

‘ueresewad ‘isynpold ueeuesyviod ueeuesye[od

N3N % doxBepsig

‘msnput
Suefunuad uejererad uejemersd uep uereqtad

N3N % doy3epsiq

‘yedusuow
uep [[093 I3snpul yNjun LIsNPUl ISESTUIOpOW
uep 1sesifeuoiserado uedurdurepuad ueeuesseog

WMN % doyBepsig

"eyesn nye[ad ueyningoy
uedudp uerensasioq Juek uemssun LIsnpur
1s3npouid Zuelunuad uejererod ueepesuag

Lysnpuj 3ojousa,
ueduequiaguayg

(4




Vadddve uep ‘y4dnd : Isejr0dsuen
: W3] 1s¥ynpoad [isey Suereq
seulq ‘WiN B doxdepsiq ‘eseq M A M p g 5 sejIfIse;
UJejuLIowod ‘UBJEUWIBOQY] YBJULIOWa] Amun reuns uensBuesuad [pisqns uerequiag ueduequa8uag
vadddvg uep "esa( Ip W3II yMIun snsnyy ueyeduresiad ISEJIUES SB)I[ISe]
ddnd seurq ‘W3IN % doydepsiq ‘esa( M M M M WaISIs UBp [BUNWOY Tyd] UeunSuequiag ueBuequiadusg
Uejulourad ‘UBjetedsy] Yyejuliouag :
. | "esa( 1P ] 1synpoxd
vadaddvd uep ‘4dn d M M M e uenfn] ynjun yrsiaq Ire [pisqns ULBISLO[ESUS] 1re ekep 1oqums
SEUd ‘W3IN B doxZepsiq ‘“esaq : ueguLrel SejIISE]
UejuLlswod ‘Ueleureddy] yejuLiawag Smwwamuﬁv.mmuom
vAdddve Uep “dydnd : : _.m_won_ P W3I uelunuow jynjun snsnys
SEUIQ ‘W3IN % doxBepsiq ‘esaq p i Er e ueSunrel uep ‘Uopue) “mMums UeUNSuBqUId]
JeluLiswad ‘Uejewedsy] YyejuLiowog . T e
¢ "BSa( P NI
YAdddvd uep ¥dnd i I
seurq ‘Win ® doxSepsiq ‘esaq A A A waﬁﬁomm Suelfunuaw Mﬁzﬂ Smxamfow vw.ﬂwa ues ST
UBJULISWO ‘UBIBUIRD9}] YEBIULISWD] eung jeds) eueyopss 18ojousia) ueisexdesuad uep 181ous
‘M uem33unay uedusp eAusnsnys EmmMMM_. MMMEE
vddddvd IS BS9(J-8S9( eped ueNNnIeqrs) LIS JexIs) eunsd uesuEq ued
uep ¥dnd seuld ‘Wiin % doydepsiq yeday eUBYIapSS 180[0UN9) BQOD I Uep 1sENdY
Z 9 S v € (4
¢P0T | LEOT | TEOZ | LZOT
LE0T | -TE0T | -LZ0Z | -2202
qemer SunSSueusg AT i - I weidorg
unye] / sporiad

HIsnpuj Suefunusd eueieselq ueq BuBIeS ueunduequiag °p




vadddvd _ g Mwmmsﬁm
! vuI(q ¢ dox3epst Ip UBSEBWSY yewnl ue[iyemiad ueunguequiag LIsnpur
UeP "ddNnd seuld ‘iWsin % dosidepsiq P e O i
"Lsnpurl duelunuad
N B dosdepsiq [Isey 3npoid sejiens| 1e3yrIos Uep ISESLIepUE)s Inpnanseruy
uexpedepusw werep WJ nyyefed 1sejqisejwon
vadddvd "SENIIS
‘ojurtoy seul ‘NN % dox8epsiq uersiduad uep uereyepuad ueSurdurepuag (seNIIS)

vVadddve
‘ojuruoy] seulq ‘N % doxSepsiq

'SENIIS ISesIeISog

[euoIseN LISnpuj
ISBULIOJU] WIS)SIS

vdidddvg uep
¥dNd sewq ‘WiIN % doyFepsiq ‘esaq
Uejulswad ‘Uejeureddy] YejuLiowa

‘Juereq snsnyy reduns uejnysue ueerpafusg




N3N % dosxdepsiq uep WM

DI eAusnsnyy] e83ue) yewnl UeLIpUBWoY
ueleyduruad siseq redeqos uejeuredoy denas
33 NE3d tersiemrad uep uedurrel senjroduoy

IN31 ueeARpIaqUIag

yeseredsew undnew
JeIULISWI IBq U0 YNIN[eg

‘usyednqgey yelem 1ip eurein
ueymmd reSeqos [e30] I }npoid uejeerueUIog

Jelse(d YejuLowad

'(yqessep
cwadwmamwux uep NIdIY rensas jijuasur ueguap)

ados 13eq Naed uep ‘nefiy msnpur ‘18oyens
msnpur : pndifow ueedreyduad L108a1ey]

“eAureinyos
uedun3ul] uep nuouod ueyesguruad
werep uesed pyiurew Suek Wy nyerad

__ &ma ue[epourrad uep uejererad uenjueq ednroq

 Juuesur uep ueunye) ueegdreysuad ueLIaqUIS]

yerse( YeluLiawod

‘msnpul ueunguequad

: UeyeIe Uesusp uerensasasioq Suek
ewen ynpoid uedusp uaedngey] Jefeqm eped
ueseyesnip JueA [e30] jexereAsews i NI
eped ([[p ‘uenjueq ‘vegurdwrepuad ‘aeynerad
‘ueutftiad) Wi ueBuequoduad sesnLony

Jnewrye ueseliqay

L

9

]

v

€

(4

qemer SuniSueusd

(A 4014
~LEOT
Al

LEO0T
-C€0T
111

(A1 [/
~L20C
II

4202
-220¢T
I

unyey, /

aporiag

werdoig

HIsSnpu] ueedepiaquiagd ‘o




BAB V
PETA KAWASAN PERUNTUKAN INDUSTRI
DAN PETA KAWASAN INDUSTRI

PETA KAWASAN PERUNTUKAN INDUSTRI

Kawasan peruntukan industri Kabupaten Barito Selatan adalah bentangan

lahan yang diperuntukan bagi kegiatan industri berdasarkan Rencana Tata

Ruang Wilayah Kabupaten Barito Selatan yang ditetapkan sesuai dengan

ketentuan peraturan perundang-undangan, meliputi :

1. Kecamatan Dusun Selatan, termasuk di dalamnya Desa Pararapak.
(terlampir)

2. Desa Sababilah. (terlampir)

PETA KAWASAN INDUSTRI

Kawasan industri Kabupaten Bérit‘o Selatan adalah kawasan tempat
pemusatan kegiatan industri yang dilengkapi dengan sarana dan prasarana
penunjang yang dikembangkah dan dikélola oleh Perusahaan yang berada
di wilayah Kabupaten Barito Selatan, meliputi :

1. Kecamatan Gunung Bintang Awéi. (teflampir)

Kecamatan Dusun Utara. (térléiﬁpir) -

Kecamatan Karau Kuala. (terlamf)ir)

Kecamatan Dusun Hilir. (terlampir) |

Aok N

Kecamatan Jenamas. (terlampir) .
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BAB VI
PENUTUP

Rencana Pembangunan Industri Kabupaten Barito Selatan Tahun 2022-
2042, mengacu pada Rencana Induk Pembangunan Nasional (RIPIN) dan
kebijakan Industri Nasional dalam rangka mewujudkan visi pembangunan

Industri Nasional yaitu Indonesia menjadi Negara Industri Tangguh.

Rencana Pembangunan Industri kabupaten Barito Selatan tahun 2022-
2042 diharapkan mampu menjadi Pedoman untuk dijabarkan ke dalam rencana
Strategis Perangkat Daerah dalam rangka mendukung sektor industri untuk
diperhatikan dalam rangka penyusunan dan evaluasi Rencana Pembangunan
Industri Kabupaten Barito Selatan, sehingga untuk mencapai tujuan dan
sasaran Rencana Induk Industri tersebut di atas, maka diperlukan komitmen
dan kerja keras dalam menjalankan strategi yang telah dirumuskan melalui
berbagai program yang telah ditetapkan, pemanfaatan sumber daya alam,
pembangunan sarana dan prasarana pendukung industri infrastruktur dan
pemberdayaan IKM serta perijinan dalam rangka menunjang pembangunan

industri.
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